PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubls No. 2 Telepon: 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR ¢4 TAHUN 2013

TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL WALIKOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 avat (1)
Peraturan Pemerirnitah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah:

b. bahwa sehubungan dengan belum tersedianva rumah
jabatan bagi Wakil Walikota sebagzimana dimaksud
dalam hurul a dipandang perlu memberikan tunjangan
perumahan;

¢. bahwa Tunjangan Perumahan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (clah ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2012:

d, bahwa Peraturan Walikota Medan sebagaimana
dimaksud dalam huruf ¢ dipandang perlu dilakukan
penyempurnaan sehingga perlu direvisi;

e. bahwa Dberdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam hurufl a, hurul b, huruf ¢ dan hurul d
perlu  membentuk Peraturan Walikota tentang
Tunjangan Perumahan Bagi Walkil Walikota Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);




10,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lenlang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lenlang
Perbendaharaan .Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sechagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 lenlang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
tentang Pemerintahan Dacrah menjadi  Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 MNomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Anlara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438},

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tehun 1973 tentang
Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2005);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);




Menetapkan

&

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keunangan Kepala Daerah Idart Waklﬂ
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Ncgarg
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 14?.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemenntahan
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomeor 82},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
scbagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan;

Peraturan Daerah Kota Medan Naomor 7 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN BAGI WAKIL WALIKOTA MEDAN,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota i yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan;

3. Walikota adalah Walikota Medan;

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Medan;



Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kota Medan;

o

6. Rumah Dinas Jabatan adalah rumah dinas yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah;

7. Biaya Sewa Rumah adalah biaya yang diberikan kepada Walil
Walikota yang belum mendapatkan rumah dinas;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Medan.

LT R 1 EﬁB II
BESARAN TUNJANGAN RUMAH DINAS

Pasal 2

(1) Besarnya Tunjangan Perumahan berupa uang sewa rumah yang
diberikan untuk sectiap bulannya adalah sebesar Rp. 18.500.000,-
(delapan belas juta lima ratus ribu Rupiah).

(2) Tumjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan kepada Wakil Walikota Medan yang belum memperoleh
rumah dinas;

BAB I .
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka pembayaran tunjangan
perumahan bagi Wakil Walikota Medan dapat diberikan lerhitung scjak
Tahun Anggaran 2013.

BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota
Medan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan (Berita Dacrah Nomor 16},
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5
(1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
(2) Agar sehap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dac¢

rak
Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Mei 2093~

i ) WALIKOTA MEDAIN,
ttel

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 Mei 2013




